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Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara,
Penggunaan kapal laut sebagai sarana transportasi dan
perdagangan ialah pilihan yang tepat. Dengan banyaknya
penggunaan kapal laut maka diperlukan sumber daya manusia
yaitu Awak Buah Kapal yang mampu mengoperasikan sebuah
kapal dengan handal. Di Indonesia sendiri banyaknya jumlah awak
kapal terutama para perwira kurang memadai terutama menjelang
AEC 2015 ini. Belum adanya kesadaran peraturan yang jelas untuk
total pengawakan kapal serta kesejahteraan pelaut, untuk kapal
niaga khususnya membuat pelaut Indonesia kebanyakan tidak
ingin mengambil andil dalam persaingan didalam AEC 2015.
Sehingga saat ini diperlukan optimasi dari pengawakan kapal niaga
dimana jasa pelayaran dan pengiriman bertujuan mempunyai daya
saing internasional agar dapat berkompetisi di era AEC 2015 dari
segi optimasi kuantitas. Peneliti mencoba membuat solusi dengan
mengetahui bagaimana memanfaatkan pembagian shift kerja dan
penghitungan akumulasi total salary dari pelaut dengan
mendapatkan pendapat dari para pelaut melalui kuisioner tertentu
dan membandingkan regulasi negara Indonesia yang ada dengan
standar internasional yaitu International Maritime Organization



(IMO) seperti STCW 2010 dan Maritime Labour Convention
(MLC) 2006, sehingga peneliti mendapatkan kuantitas yang lebih
efektif dan salary untuk kru lebih baik dengan shift kerja yang
berbeda dari regulasi normal.



THE OPTIMATION OF COMMERCIAL SHIP’S
MANNING BASED ON THE MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC) 2006 CONCEPT TO SUPPORT
INDONESIAN ECONOMIC GROWS IN “POROS
MARITIM” PREPARING FOR THE ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC) 2015

Name : Fadjar Harjo Seputro
NRP 4211 100 102
Departement : Teknik Sistem Perkapalan
Advisor : Trika Pitana ST.M.Sc.

Ir. Indrajaya Gerianto M.Sc.
Abstract

‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ is the big archipelogy state
in Southeast Asia. Indonesian has a good choice for using vessels
for sea transporting and commercing. So Indonesian must have a
good human resource for ship’s manning. Indonesian’s resource
still not enough for fill up the ship’s manning on local voyage,
especially in AEC 2015. Indonesian people still not recognize
Clearly about regulation’s crew ship, especially for Commercial
Ships and that makes seaferers mostly do not want to take a part in
AEC 2015. So all of shipping company need more optimation for
ship’s manning S0 they can competing in AEC 2015. So the
researcher trying for find some solutions for knowing about how
manage shift work time and count for new salary’s sailor.
Researcher comparing the local regulation.with international
standarts or International Maritime Organization (IMO) like
STCW 2010 and Maritime Labour Convention (MLC) 2006.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak Krisis Finansial Asia pada tahun 1997
Indonesia banyak mengalami permasalahan-permasalahan
yang tentunya bertambah besar dari hari ke hari. Selain
permasalahan pada bidang sosial kemasyarakatan, politik-
pemerintahan, hukum dan perundangan serta pendidikan dan
layanan kesahatan, Indonesia pun mengalami problematika
perekonomian. Pada tahun 2015 ini dapat menjadi tahun yang
penuh dengan tantangan bagi perkembangan ekonomi
Indonesia. Hal ini dipacu oleh organisasi regional ASEAN
menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini
mengumumkan bahwa Asean Economic Community yang
diberlakukan pada akhir tahun 2015. Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia
yang terletak di Asia Tenggara, berada di posisi sangat strategis
(menjadi incaran negara imperialisme — kapaitalisme) di antara
benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia, yang terdiri dari 17.504 pulau, Luas total
wilayah Indonesia yang 7.9 juta km? terdiri dari 1.8 juta km?
daratan, 3.2 juta km? laut teritorial dan 2.9 juta km? perairan
ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km tersebut adalah 77% dari
seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia
adalah tiga kali luas daratannya. Penggunaan kapal laut sebagai
sarana transportasi dan perdagangan ialah pilihan yang tepat.
Dengan banyaknya penggunaan kapal laut maka diperlukan
sumber daya manusia yaitu Awak Buah Kapal yang mampu
mengoperasikan sebuah kapal dengan handal. Di Indonesia
sendiri banyaknya jumlah awak kapal terutama para perwira
kurang memadai. Faktor — faktor itu terjadi karena fakta — fakta
sebagai berikut :



1. Kebutuhan tenaga pelaut bagi kapal Indonesia hingga
Tahun 2015 mencapai 43.806 orang. Sementara hingga
saat ini lulusan lembaga pendidikan baik pemerintah
maupun swasta hanya mampu menghasilkan sekitar
3.500 orang pertahun. (Menteri Kementerian
Perhubungan, EE.Mangindaan, Jakarta 10 September
2013. beritatrans.com)

2. Sekolah kelautan tanah air baru meluluskan total
570.000 pelaut, sedangkan pelaut Indonesia yang
bekerja di kapal asing sebanyak 378.000 pelaut
(Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenhub,
Wahju Satrio Utomo, Jakarta Pusat 12 Oktober 2015)

3. International  Transportation  Federation (ITF)
merupakan salah satu organisasi pekerja Internasional
di bawah ILO PBB di dalam Circular
114/E.102/S.46/SS.4/2011 menentukan upah
minimum bagi seluruh awak kapal. Sebagai salah
satunya ialah ITF menentukan upah minimum kelasi
sebesar 685 USD (8-9 Juta Rupiah). Sedangkan di
Indonesia upah minimum kelasi ditentukan oleh UMP
Daerah asal kapal tersebut.

Daftar UMP Upah Minimum Provinsi 2016

1. DKI Jakarta, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 3.100.000 atau naik 14,81
persen dari UMP 2015 sebesar Rp 2.700.000. Penetapan UMP berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 per 30 Oktober 2015

2. Gorontalo, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 1.875.000 atau naik 17,19
persen dari UMP 2015 sebesar Rp 1.600.000. Penetapan UMP berdasarkan
Keputusan Gubernur Nomor 421/13/X/2015 per 29 Oktober 2015.

3. Sulawesi Utara, menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 2.400.000 atau naik
11,63 persen dari UMP 2015 sebesar Rp 2.150.000. Penetapan UMP
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomer 37 Tahun 2015 per 30 Oktober
2015.

Gambar 1.1. Daftar salah satu UMP Daerah di
Indonesia

Dengan minimnya jumlah awak kapal yang dibanding dengan
kesejahteraan awak kapal yang kurang memadai maka



muncullah ide untuk peneliti, dimana penelitian ini
dimaksudkan untuk mendesain shift kerja yang baru dan
mendapatkan solusi untuk peningkatan kesejahteraan dari shift
kerja tersebut. Shift kerja ini diharapkan dapat membantu
selain memberi kesejahteraan lebih kepada awak kapal serta
mampu mengoptimalkan pemakaian pelaut Indonesia pada
kapal — kapal pelayaran lokal.

1.2.Perumusan Masalah

Menjelang AEC 2015 ini Indonesia seharusnya
membenahkan diri salah satunya ialah di sektor maritim
dimana Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Faktor
yang harus diperhatikan terutama efektifnya penggunaan
sumber daya manusia untuk pengoperasian kapal-kapal yang
ada atau baru nantinya.

Hal-hal yang paling serius harus ditangani ialah sebagai berikut

o Kuantitas dari pengawakan kapal yang terlalu banyak
untuk satu kapal sehingga kurang optimal
dibandingkan perkiraan jumlah kapal yang akan sangat
besar menyambut AEC 2015

e Kurang meratanya SDM pelaut yang baik untuk
daerah-daerah terpencil terutama daerah timur
Indonesia

1.3.Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menjauh dari tujuan penelitian,
maka hal-hal yang harus diperhatikan ialah :

o Shift kerja yang lebih efektif untuk nilai kuantitas dari
kru.

e Mencari nilai kuantitas yang optimal dari hasil
kuisioner yang mengacu dari STCW78, KM 70 1998,
PM 70 2013, MLC 2006 dan ILO CONVENTION



1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini ialah :

e Mencari solusi untuk menemukan jumlah awak kapal
yang sesuai dan efektif karena pengawakan kapal niaga
saat ini sangat merugikan owner dalam hal cost

e Mendapatkan hasil analisa yang dapat memaksimalkan
kualitas waktu kerja pelaut yang sesuai dengan STCW
2010 dan MLC 2006 agar pelaut Indonesia dapat
bersaing dengan pelaut negara ASEAN lain di AEC
2015

1.5.Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan Sumber Daya
Manusia khusunya pelaut Indonesia dapat menjadi pelaut yang
berkompeten dalam menghadapi AEC 2015 serta juga
memberikan salah satu solusi untuk pengusaha pelayaran
dalam memanajemen cost yang akan dikeluarkan seoptimal
mungkin



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang
digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Ada
berbagai macam pengumpulan seperti kuisioner, wawancara,
pengamatan, tes, dokumentasi data dan sebagainya.

Tabel 2.1 Pasangan Metode

No | Jenis Metode Jenis Instrumen
1 Kuisioner Kuisioner
Daftar Cocok
Skala, Inventori
2 Wawancara Pedoman Wawancara

3 Pengamatan/Observasi | Lembar pengamatan,
Panduan pengamatan,
Panduan observasi

4 Ujian/Tes Soal ujian, soal tes,
inventory

5 Dokumentasi Daftar cocok
Tabel

(Sumber : Arikunto,2000)
2.2 Survei

Survei adalah penelitian yang biasanya dilakukan
dengan menyebarkan kuisioner atau wawancara dengan tujuan
untuk mengetahui : siapa mereka, apa yang mereka pikir,
rasakan atau kecenderungan suatu tindakan.

2.3 Kuisioner

Kuisioner dikenal juga dengan istilah angket. Kuisioner adalah
pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk



diisi sehingga dapat mempelajari karateristik, sikap-sikap,
keyakinan dan perilaku responden. Menurut (Saptawati
Bardosono) Kuisioner adalah suatu kumpulan pertanyaan dan
pernyataan yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab
oleh responden dalam rangka mengumpulkan data sesuai
dengan tujuan penelitian tertentu. Angket adalah suatu alat
pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang
diajukan pada responden untuk mendapat jawaban
(Depdikbud: 1975). Penggunaan kuisioner tepat apabila
responden saling berjauhan. Dalam membuat Kkuisioner,
penggunaan bahasa yang simpel sangatlah penting. Kita harus
menggunakan bahasa yang sederhana, simpel dan cukup jelas.
Jika bahasa terlalu rumit, jawaban yang dihasilkan dapat
menjadi tidak valid. Penskalaan Kkuisioner juga sangat
pentingm dimana hal ini sangat berguna dalam mengukur
karateristik tersebut.

2.4 Google Docs

Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar
sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web
gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada
10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan: Writely dan
Spreadsheets. Layanan presentasi diluncurkan pada 17
September 2007 sedangkan layanan penyimpanan data untuk
berkas apa pun (hingga maksimum 1 GB per berkas)
diluncurkan pada 13 Januari 2010.

2.5 Maritime Labour Convention 2006

Maritim Labour Convention (MLC) 2006 adalah
konvensi yang diselenggarkan oleh International Labour
Organization (ILO) pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. MLC
2006 bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di
seluruh dunia dilindungi dan memberikan standar pedoman
bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan
lingkungan kerja yang nyaman bagi pelaut. Ini dilakukan
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karena pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu
standar bekerja yang berlaku secara internasional.

Ada 5 tema (klausul) yang dibahas dalam MLC 2006 yang
berisi persyaratan-persyaratan yang kesemuanya dibuat untuk
melindungi hak pelaut. Kelima klausul itu adalah:

a. Persyaratan Minimal Pelaut Yang Bekerja Di Kapal

Klausul ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus
dipenuhi oleh seorang pelaut seperti persyaratan usia,
persyaratan kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi,
keahlian, dan training serta persyaratan rekrutmen dan
penempatan. Ringkasnya adalah sebagai berikut:

e Usia Minimal Pelaut: Usia minimal adalah 16 tahun
tetapi untuk kerja malam atau area berbahaya, usia
minimal 18 tahun.

o Kondisi Kesehatan: Pelaut harus menyertakan
sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui oleh
negara bersangkutan.

e Pelatihan: Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang
berkaitan dengan pekerjaannya sebelum melaut dan
juga harus mendapatkan training keselematan diri
(Personal Safety Training)

e Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan
dengan menjalankan prosedur penempatan dan
pendaftaran yang baik, adanya prosedur keluhan dan
harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.

b. Kondisi Kerja

Klausul ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja
pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu
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istirahat, hak cuti, pemulangan ke negara asal, dan sebagainya.
Ringkasnya adalah sebagai berikut:

Kontrak Kerja: Kontrak harus jelas, legal, dan
mengikat

Gaji: Pelaut Gaji harus dibayar sekurang-kurangnya
setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke
keluarga bila dibutuhkan.

Waktu Istirahat: Waktu istirahat harus diterapkan
sesuai dengan peraturan negara Yyang berlaku.
Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau
72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal
adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam dalam
seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh
dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya
6 jam waktu istirahat harus diberikan secara berurutan
dalam satu dari dua periode.

Cuti : Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di
daratan.

Pemulangan: Pemulangan pelaut ke negara asalanya
haruslah gratis

Kandas / Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut
memiliki hak pesangon

Karir : Setiap kapal harus punya jenjang karir yang
jelas

c. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makan, dan Catering

Klausul ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan
makan, akomodasi dan fasilitas yang wajib diberikan kepada
para pelaut. Secara garis besar persyaratan yang diminta

adalah:

Akomodasi : Akomodasi untuk tempat tinggal dan
bekerja harus memperhatikan kesehatan dan
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kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan
minimal ruang tidur, ruang hiburan, dan asrama

e Makan dan Catering : Kualitas maupun kuantitas
makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera
kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan
yang tepat.

d. Perlindungan dan Perawatan Kesehatan, Kesejahteraan, dan
Perlindungan Keamanan Sosial

e Perawatan Medis di kapal dan di darat: pelaut harus
mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di
kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan
kesehatan yang sama dengan yang ada di darat.

o Kewajiban Pemilik Kapal: Pelaut harus dilindungi dari
dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau kematian
yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut
juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16
minggu semenjak mulai sakit.

e Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja :
Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus
diberikan selama bekerja maupun istirahat.
Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan
pengendalian resiko) harus dilakukan untuk mencegah
kecelakaan kerja.

e Akses ke Fasilitas di daratan: Port States harus
menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi
yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut
terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras,
kelamin, agama dan pandangan politik.

e Kemanan Sosial: Perlindungan sosial harus dibelikan
ke semua pelaut.

e Social security coverage should be available to
seafarers (and in case it is customary in the flag state:
their relatives).
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e. Penerapan dan Pelaksanaan

Flag states: Flag states (Negara dimana bendera kapal
beroperasi) bertanggung jawab memastikan penerapan
aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya.
Setiap kapal harus dilengkapi “Certificate of Maritime
Compliance”. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki
prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus
menginvestigasi keluhan yang terjadi.

Port States: Port States (negara dimana kapal
bersandar) harus melakukan inspeksi tergantung pada
keberadaan “Certificate of Maritime Compliance”.
Bila sertifikat telah dimiliki (dan bendera kapal berasal
dari negara yang telah meratifikasi MLC 2006) , maka
investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa
adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila
kapal belum memiliki sertifikat, maka investigasi
harus dilakukan secara menyeluruh dan harus
memastikan kapal telah memenuhi ketentuan MLC
2006. Dengan demikian, MLC 2006 secara tidak
langsung juga berlaku untuk negara yang belum
meratifikasi MLC 2006 bila mereka ingin berlabuh di
negara yang sudah meratifikasi MLC 2006.

Agen Pelaut: Agen yang menyediakan pekerja untuk
kapal juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka
menerapkan MLC 2006 (juga peraturan lain yang
terkait keamanan sosial)

2.6 Konvensi STCW

Konvensi Internasional tentang standar latihan,

sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut (atau STCW), 1978
menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan
petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar. STCW
dilahirkan pada 1978 dari konferensi Organisasi Maritim
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Internasional (IMO) di London, dan mulai diterapkan pada
tahun 1984. Konvensi ini mengalami perubahan yang besar
pada tahun 1995.

Konvensi STCW 1978 merupakan yang pertama dalam
menetapkan persyaratan dasar dalam latihan, sertifikasi dan
dinas jaga dalam tingkat internasional. Sebelumnya standar
latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk perwira dan anak buah
kapal hanya ditetapkan oleh pemerintahan masing-masing,
biasanya tanpa referensi dan penerapan dari negara lain.
Sebagai hasilnya standar dan prosedurnya sangat bervariasi,
meskipun pengapalan adalah masalah internasional yang
mendasar.

Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan
pada latihan, sertifikasi, dan dinas jaga untuk pelaut yang
mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau
melampauinya.

2.7 Keputusan Menteri Perhubungan No : KM.70 Tahun
1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga

Dengan diberlakukannya Amandemen International
Convention on Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai
penyempurnaan STCW 1978, maka Menteri Perhubungan
menetapkan peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri
Perhubungan No.70 Th.1998 tanggal, 21 Oktober 1998 tentang
Pengawakan Kapal Niaga.

Pada BAB.II Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa pada setiap kapal
niaga yang berlayar harus diawaki dengan susunan terdiri dari
. seorang Nakhoda, sejumlah perwira, sejumlah rating.
Susunan awak kapal didasarkan pada : daerah pelayaran, tonase
kotor kapal (gross tonnage/GT) dan ukuran tenaga penggerak
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kapal(kilowatt/KW).

Pada pasal 8 menetapkan dan memperjelas bahwa awak kapal
yang mengawaki kapal niaga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bagi Nakhoda, Mualim atau Masinis harus memiliki
sertifikat keahlian pelaut yang jenis dan tingkat
sertifikatnya sesuai dengan daerah pelayaran, tonase
kotor dan ukuran tenaga penggerak kapal dan memiliki
sertifikat ketrampilan pelaut

2. Bagi operator radio harus memiliki sertifikat keahlian
pelaut bidang radio yang jenis dan tingkat sertifikatnya
sesuai dengan peralatan radio yang ada di kapal dan
memiliki sertifikat ketrampilan pelaut

3. Bagi Rating harus memiliki sertifikat keahlian pelaut
dan sertifikat ketrampilan pelaut yang jenis
sertifikatnya sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan
jenis kapal serta tata susunan kapal.

2.8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
No : KEP.102/MEN/IV/2004 Tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah kerja Lembur

Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi
7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empatpuluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 8(delapan) jam sehari, dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari
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istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang
ditetapkan Pemerintah.

Pasal 3

Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat
belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang
dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari
libur resmi.

Pasal 8

Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah
bulanan.

Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah
sebulan.

Pasal 11

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
a.1l untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah

sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;

a.2 untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar

upah sebesar 2(dua) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja
40 (empat puluh) jam seminggu maka :

b.1 perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam

pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam
kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam
lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat)
kali upah sejam.
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b.2 apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek
perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar
2 (dua) kali 